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Abstract

The philosophy of Value-Added Tax (VAT) is tax on consumption which is severely influenced by development of business transaction and consumption pattern of society. In oreder to be the tool of social engineering and give legality of justice, Law Number 42 of 2009 should give certainty of law related to VAT imposition on transaction influenced intensely by business model growing in line with social development. Information technology development endorses digital economy. Despite of the fast growth of digital economy in Indonesia, in line with the consistent growth of public and government consumption, the VAT revenue does not grow for consecutive three years. Law Number 42of 2009 does not prescribe explicity imposition VAT. Provision of VAT imposition on digital economy makes VAT Law does not give justice legality and does not function as tool of social engineering.
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Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai secara filosofis merupakan pajak atas konsumsi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 agar dapat berfungsi sebagai penata perubahan sosial dan memberikan keadilan legalitas harus memberikan kepastian hukum terkait pengenaan PPN atas transaksi yang dipengaruhi model bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat. Perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya digital economy. Namun pesatnya perkembangan digital economy di Indonesia tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan Pajakk Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi yang terus menerus menurut selama 3 (tiga) tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak mengatur khusus pengenaan PPN terkait digital economy. Pengenaan PPN atas digital economy dalam Undang-Undang PPN tidak memberikan keadilan legalitas dan tidak berfungsi sebagai penata perubahan sosial (law as as tool of social engineering).
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Digital Ekonomi, Keadilan Legalitas.
A. Latar Belakang
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa.
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 secara yuridis merupakan amanah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen dengan Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang ini seharusnya memberikan keadilan legalitas dan berfungsi sebagai penata perubahan sosial (law as a tool of social engineering).
 Agar dapat berfungsi sebagai penata perubahan sosial dan memberikan keadilan legalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun harus memberikan kepastian hukum terkait mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dipengaruhi model bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat. 

Hukum cenderung statis sedangkan sosial ekonomi masyarakat selalu berubah (panta rhrei).
 Digital Economy di Indonesia telah berhasil masuk ke berbagai lapisan masyarakat dalam segala usia. Membaurnya masyarakat masa kini terhadap ekonomi digital terjadi oleh karena kenyamanan yang dirasakan atas ekonomi berbasis teknologi yang sangat memudahkan perkerjaan manusia. Ada banyak macam aplikasi dan implementasi dari ekonomi digital di Indonesia diantaranya industri, penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain.

Dalam digital economy barang dan jasa ditransfer dengan model bisnis e-commerce
 yang memungkinkan transaksi perdagangan barang atau jasa dengan mudah menembus batas negara (cross border transaction). Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia diperkirakan menjadi yang paling cepat di Asia Tenggara. Berkembangnya e-commerce diharapkan juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat Indonesia. Kehadiran e-commerce memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah.
 Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia seiring dengan konsistensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah ternyata tidak berbanding dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi yang terus menurun selama 3 tahun terakhir. 
Dari tahun 2016 hingga 2019 kontribusi e-commerce terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Perdagangan Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,5% per tahun. Berdasarkan data e​-maketer
, nilai transaksi e​​-commerce pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 70 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 178,3 triliun pada tahun 2019. Pesatnya perkembangan transaksi e-commerce menimbulkan tantangan dan permasalahan tersendiri, khususnya bagi otoritas pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak. 
Menurut Sakti (2014), dari aspek perpajakan terdapat beberapa masalah yang muncul dari e-commerce. Dari sisi PPN, transaksi e-commerce dapat menembus batas negara dan tidak terlihat transaksinya, sehingga sulit untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, dari sisi Pajak Penghasilan, untuk subjek pajak luar negeri seharusnya memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga atas BUT tersebut dapat dikenakan pajak seperti Wajib Pajak Dalam Negeri. Namun, dengan e-commerce, perusahaan di luar negeri dapat tidak mendirikan BUT di Indonesia sehingga kewajiban Pajak Penghasilan atas perusahaan tersebut sulit diawasi.

Dalam pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan digital economy, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai otoritas pajak Indonesia saat ini menghadapi kasus Google dan maraknya jasa transportasi berbasis aplikasi internet (Go-Jek, Grab). Ditjen Pajak akan meningkatkan kasus PT. Google Indonesia ke penyidikan tindak pidana perpajakan dan sebagai responnya, google sudah menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi Ditjen Pajak. Ditjen Pajak berpendapat bahwa sejak beroperasi di Indonesia tahun 2011, google sama sekali tindak membayar pajak di Indonesia. Pada tahun 2015, omzet google sekitar Rp. 6 triliun. Pihak google berpendapat bahwa penghasilan yang dilaporkan di Indonesia (attributable income) hanya fee atau bayaran sebesar 4% dari nilai total pemasukan iklan di Indonesia, sedangkan Ditjen Pajak berpendapat bahwa seluruh penghasilan dari pemasangan iklan di Indonesia seharusnya dilaporkan oleh google di Indonesia karena sudah terbentuk BUT di Indonesia.
Kasus berikutnya adalah jasa transportasi melalui aplikasi online versus taksi konvensional yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran pengemudi taksi di beberapa wilayah dan menimbulkan tidak hanya kerugian secara ekonomi, namun juga secara politik. Jasa angkutan berbasis aplikasi online dianggap belum membayar kewajiban perpajakan sebagaimana diwajibkan kepada pengusaha jasa angkutan konvensional. Pemerintah juga dianggap belum membuat aturan yang jelas termasuk aturan perlakuan PPN atas bisnis online ini.
Melihat perkembangan dan pertumbuhan digital economy yang sangat pesat di dunia termasuk Indonesia, maka diperlukan suatu strategi yang efektif dari Ditjen Pajak untuk dapat menarik pajak di sektor bisnis yang relatif baru tersebut. Selama ini, isu perpajakan atas digital economy telah menjadi sorotan perpajakan di dunia, terutama seputar pertanyaan bagaimana menyelaraskan peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan digital economy. Sementara, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertumbuhan digital economy yang sangat pesat tersebut harus tetap dijaga agar tidak terjadi distorsi akibat kebijakan perpajakan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang PPN terkait pengenaan PPN atas digital economy, antara lain:

1. Pertumbuhan digital economy dan potensial transaksi e-commerce di Indonesia tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan PPN;

2. Prinsip equal treatment pengenaan PPN antara penyerahan BKP/JKP dengan internet dan konvensional sehingga tidak menimbulkan distorsi dalam pengenaan PPN;

3. Globalisasi dalam digital economy dan equal treatment antara pengusaha domestic dengan asing.

4. Legal status digital goods dan perlakuan PPN atas cross-border transaction;

5. Digital economy menciptakan Economy Sharing Model Economy Sharing yang menimbulkan dispute pengusaha yang menyerahkan barang/jasa;

6. Konsep freemium dalam digital economy dan perlakuan PPN (pemberian JKP/BKP secara cuma-cuma);

7. Kemudahan administrasi perpajakan sesuai E-Commerce Roadmap.

Ketentuan peraturan perundang-undangan PPN yang mengatur terkait transaksi digital economy adalah penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN
 dan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak nomor SE-62/PJ/2013. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN menyebut kata ‘electronic commerce’ ketika menjelaskan bahwa saat terutangnya PPN untuk transaksi e-commerce sama dengan saat terutangnya PPN untuk transaksi konvensional. SE-61/PJ/2013 menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajiib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce.
B. Pembahasan

Menurut Suandy (2008), politik perpajakan sejak zaman kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi merupakan politik hukum pajak di Indonesia. Selera politik penguasa pada zaman orde baru hingga zaman reformasi masih seputar kebijakan untuk mengejar target pemasukan pajak yang sebesar-besarnya ke kas Negara tanpa diikuti pembharuan dalam birokrasi atau pemungut pajak (fiskus) itu sendiri.
 Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
 Pada buku Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Oleh karena itu, antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan two faces of a coin. Di satu sisi hukum itu merupakan produk politik, dibuat sesuai dengan keinginan para politikus, sementara disisi lain para politikus harus tunduk dean bermain politik sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Politik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersermin dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis Undang-Undang PPN. 
Menurut Badriyah Khaleed, SH (2014)
, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang merupakan sebagai tonggak reformasi perpajakan yang menetapkan positive law penerapan prinsip Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Sebelumnya dianut sistem pajak penjualan dengan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 sebagai ius operatum-nya. Dalam pertimbangan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (Undang-Undang PPN 1984) disebut bahwa:
 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional.
Pertimbangan tersebut menggambarkan tujuan politik Undang-Undang PPN Tahun 1984, yaitu pajak sebagai kewajiban warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan ini mengandung aspek yuridis, bahwa Undang-Undangg PPN merupakan amanah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen dengan Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.
 Walaupun pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara, namun dalam pelaksanaannya pihak otoritas pajak diwajibkan untuk melakukan pungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak semena-mena.
Undang-Undang PPN 1984 sebagai Undang-Undang awal regime PPN telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, hal ‘mengingat’ disebut:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Rahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986).
Pertimbangan tersebut menggambarkan aspek yuridis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu amanah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen dengan Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan material dari ketentuan formal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan merupakan perubahan atas Undang-Undang PPN sebelumnya yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
Menurut Badriyah Khaleed, SH (2014)
, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi susasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1946. Dalam bagian Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebut
: Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan obyek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekoomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Umum tersebut menggambarkan aspek filosofis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

1) PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produktif dan distribusi (multi stage levy);
2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

3) Perlunya perubahan Undang-Undang PPN karena perkembangan ekonomi yang sangat dinamis terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya.

Setelah seperempat dasawarsa, penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah mengalami dinamika dari pengenalan sistem dengan objek pajak yang terbatas sampai dengan mengimbangi perkembangan transaksi yang terus berkembang pesat. PPN merupakan pajak atas transaksi, sehingga Undang-Undang PPN harus mampu mengimbangi modifikasi transaksi yang ada, terutama jasa.

Namun demikian, bagian Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 belum menyebutkan secara eksplisit perubahan ekonomi akibat perkembangan teknologi informasi (digital economy) sebagai salah satu alasan perlunya perubahan Undang-Undang PPN. Padahal isu terkait e-commerce sudah diangkat oleh OECD sejak tahun 1997
. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebut secara eksplisit perkembangan di bidang jasa, yaitu banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 secara eksplisit mengenai ekspor jasa, belum mengatur secara jelas terkait digital economy.
Menurut Badriyah Khaleed, SH (2014)
, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebut bahwa:
 dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pertimbangan tersebut menggambarkan aspek sosiologis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu tujuan sosial dan ekonomi. Aspek sosial Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan sistem perpajakan bagi masyarakat. Aspek sosiologis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juga menggambarkan tujuan ekonomi, yaitu fungsi budgetair pajak untuk memasukkan penerimaan negara sebesar-besarnya. Pembiayaan pemerintah dan dana pembangunan yang semakin besar menuntut penerimaan negara yang besar juga dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diharapkan mampu memenuhi tuntutan target penerimaan pajak. Aspek sosiologis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditegaskan kembali dalam bagian Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu
: Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak


Petambahan Nilai.

Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Mengurangi Biaya Kepatuhan.

Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasion pajak (tax ratio).

5. Tidak Menganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Disamping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.

6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 belum mencerminkan arah peraturan PPN terkait perkembangan digital economy. Dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juga tidak diatur secara khusus perlakuan PPN atas transaksi terkait digital economy. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur secara eksplisit terkait Digital Economy adalah penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa: “pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce  tunduk pada ketentuan ini.”
Terdapat 1 (satu) penjelasan pasal dalam Undang Undang PPN yang mengatur atau menjelaskan secara eksplisit perlakuan PPN terkait ​e​-commerce. Hal ini bermakna bahwa pengaturan terkait e-commerce mengikuti ketentuan transaksi konvensional dalam Undang-Undang PPN. Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa dalam e-commerce tidak terdapat barang atau jasa baru, yang berbeda adalah cara atau metode bertransaksi dengan menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak menegaskan kembali dalam SE-62/PJ/2013, bahwa ketentuan dalam Undang-Unang PPN dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Yang perlu menjadi perhatian bahwa dengan tidak adanya ketentuan pajak baru yang bersifat signifikan, bukan berarti e-commerce terbebas dari pajak. Perlakuan pajak yang sama perlu diterapkan nagi pengusaha e-commerce ini agar prinsip keadilan dalam perlaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce menegaskan bahwa:

a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya,

b. Ketentuan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN.
 Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diuraikan bahwa pembaruan atau penyempurnaan Undang-Undang PPN perlu dilakukan dalam rangka menjawab perkembangan ekonomi yang sangat dinamis, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Pengaturan perubahan pengenaan PPN atas e-commerce
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dinilai belum mampu menjawab permasalahan pengenaan PPN terkait digital economy. Undang-Undang PPN belum mampu mengoptimalkan pengenaan PPN atas digital economy (fungsi budgetair), menerapkan prinsip netralitas sehingga pengenaan PPN tidak menyebabkan distorsi persaingan usaha, memberikan kepastian hukum bagi pengusaha e-commerce, dan memberikan kemudahan administrasi PPN dalam rangka mendorong pertumbuhan digital economy. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 hanya memandang bahwa baarang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam digital economy sama dengan perdagangan konvensional, tanpa melihat perbedaan mendasar skema bisnis transaksi yang berbeda, salah satunya adalah e-commerce yang tidak memerlukan kehadiran fisik baarang maupun pengusaha, dan sharing economy model
 yang tidak berorientasi pada modal.
Sesuai dengan teori hukum positif Hans Kelsen, hukum adalah Undang-Undang positif yang berlaku (Ius Constitutum), sehingga keadilan adalah legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang ditentukan itu. Ketentuan dalam Undang-Undang tidak boleh memberikan keragu-raguan, dan diterapkan secara konsisten dan konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus menerus. Undang-Undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan interpretasi yang lain dari pada yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat.

Dengan demikian, pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen dasar PPN, yaitu:

a. Pajak atas konsumsi dalam negeri, PPN dikenakan atas seluruh pengeluaran (expenditure) yang dilakukan oleh konsumen akhir di dalam negeri;

b. Pajak atas transaksi, penyerahan barang dan jasa;

c. Bersifat umum, pajak atas konsumsi barang dan jasa pada setiap produksi, distribusi, dan dalam rantai penyerahan;

d. Netral, tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi, produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, sifat netral PPN juga tercermin dalam suatu rantai suplai.
e. Proporsional terhadap harga barang dan jasa, PPN yang dipungut dihitung dari pengalian tarif dengan nilai transaksi (harga penyerahan barang/jasa).

Perbedaan sistem PPN suatu negara dan negara lain menyebabkan kesulitan tersendiri baik bagi pelaku bisnis maupun administrasi perpajakan. Ketidakadaan ketentuan yang berlaku secara internasional dan standar yang mengatur perlakuan PPN atas penyerahan internasional mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan menciptakan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis. Meskipun demi, terdapat kesepakatan mengenai bagaimana perlakuan PPN yang tepat atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan secara internasional. Kebijakan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun kebijakan PPN atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan secara internasional, yaitu prinsip netralitas dan prinsip destinasi. Ben Terra berpendapat bahwa jika pajak ditujukan untuk dikenakan atas pengeluaran, maka seharusnya tidak dibedakan antara pengeluaran yang berhubungan dengan konsumsi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan barang-barang impor.  Selain itu sesuai dengan asas netralitas, pajak itu harus bebas dari distorsim baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta factor-faktor ekonomi lainnya. Artinya, pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat untuk orang yang bekerja. Dalam prinsip netralitas, PPN tidak boleh menjadi biaya dalam proses produksi. Dari sisi konsumen, seluruh barang dan jasa dikenai pajak yang setara. Ben Terra berpendapat bahwa prinsip netralitas mempunyai 2 (dua) dimensi, netralitas internal (aspek nasional pengenaan PPN) dan netralitas eksternal (aspek internasional pengenaan PPN)
. Atas konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan di luar jurisdiksi seharusnya tidak terutang PPN atau dikenakan PPN.
C. Penutup
Berdasarkan pembahan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan aturan pelaksanaannya mengatur secara perubahan perlakuan PPN atas digital economy, bahwa ketentuan perlakuan PPN atas transaksi e-commerce mengikuti ketentuan perlakuan PPN atas transaksi non e-commerce sehingga tidak terdapat pengaturan khusus terkait e-commerce. Pengaturan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 belum menjawab permasalahan terkait pengenaan PPN atas digital economy, yaitu belum berjalannya prinsip equal treatment pengenaan PPN sehingga terjadi distorsi ekonomi, belum terdapat kepastian hukum perlakuan PPN atas digital economy, dan belum memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai memberikan keadilan legalitas sebagaimana teori hukum positif Hans Kelsen, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tidak boleh memberikan ketagu-raguan, dan diterapkan secara konsisten dan konsekuen untuk keadaan yang sama

D. Saran

Dalam rangka memberikan keadilan legalitas, memfungsikan Undang-Undang PPN sebagai penata perubahan sosial (law as a tool of soial engineering), dan penerapan prinsip netralitas PPN maka disarankan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PPN, baik pemerintah (Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia) dan DPR memasukkan drafting pengaturan khusus perlakuan PPN atas transaksi digital economy dalam revisi Undang-Undang PPN. Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia perlu menyusun kebijakan pengaturan secara khusus dan jelas perlakuan PPN atas transaksi digital economy dalam ketentuan pelaksanaan Undang-Undang PPN. Instansi dan Kementerian terkait perlu berkoordinasi dengan Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan peraturan yang mendukung implementasi pengenaan PPN atas digital economy, sehingga pengenaan PPN tidak menyebabkan distorsi ekonomi.
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